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TalkShop Series 

Rencana Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi 
Karbon: Apa dan Bagaimana Potensi 

Dampaknya bagi Komunitas, Hutan, dan Iklim? 
Rabu, 12 Agustus 2020 

Diselenggarakan oleh Madani bersama KKI-Warsi, LTKL, dan Kemitraan 

 

 
 

Pengantar tentang NDC dan NEK 
Gita Syahrani, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari  

 

TalkShop ini tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kolaborasi Madani, Warsi, LTKL, dan Kemitraan 
sebagai bagian dari Hari Hutan Indonesia 2020. Link YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=rBL0sobG6Cw. Narasumber yang hadir mewakili 
berbagai lokasi yang berbeda di Indonesia - harapannya kita bisa belajar dari berbagai lokasi 
yang berbeda. Rudi Syaf dari Sumatra dan Dharsono dari Kalimantan. Kita akan berjalan-
jalan ke sekeliling hutan Indonesia untuk mengetahui kaitan antara menjaga hutan dengan 
Nilai Ekonomi Karbon. 
 
Narasumber yang hadir adalah Joko Tri Haryanto dari BKF, Dharsono Hartono dari Rimba 
Makmur Utama dan Rudi Syaf dari KKI Warsi. Penanggap: Nadia Hadad dari Madani, Dicky 
Edwin Hindarto, dan Jamris Kepala Desa Laman Panjang yang selama ini sudah 
mendapatkan keuntungan dari NEK. 
 
Selama dua jam ke depan kita akan belajar tentang potensi manfaat dan dampak NEK 
terhadap hutan, iklim, dan masyarakat. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rBL0sobG6Cw
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Kenapa ada diskusi ini? 

Ada berbagai informasi di media tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kalau kita google NEK, 
IELH atau Paris Agreement atau LoI, yang keluar adalah berbagai artikel. Sementara itu, yang 
resmi dan bisa dikutip langsung ada dua dokumen. 
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Yang disorot Presiden saat Rapat Terbatas tentang nilai ekonomi karbon:  
• Target/kewajiban kita untuk pengurangan emisi = NDC (29% penurunan emisi di 

tahun 2030 dan 41% kalau ada dukungan dan kerja sama teknis dari luar negeri)  
• Pemulihan lingkungan, perlindungan gambut, percepatan RHL, Karhutla, 

perlindungan biodiversity, dan pengembangan biodiesel. 
• Harus ada insentif bagi para pemangku kepentingan. 
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Narasi pemerintah dari sumber formal tentang isu ini: 
• UU Lingkungan Hidup (32/2009) 
• UU Pengesahan Paris Agreement (16/2016) 
• Peraturan Presiden Instrumen Ekonomi Lingkungna Hidup 
• Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution) - sektor dan target 
• Letter of Intent (Surat Niat) RI- Norway untuk kerjasama penurunan emisi dari 

deforestasi dan degradasi hutan. Tahun 2018 Indonesia sudah mengeluarkan 
Perpres Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup 

• Sudah jelas urut-urutannya kenapa NEK jadi penting - bagian dari strategi 
penurunan emisi Negara - tapi harus ada dampak nyata untuk masyarakat di 
lapangan. 

 
Strategi implementasi NDC - ada 9 program mulai dari pengembangan komitmen sampai 
dengan strategi implementasi dan pemantauan. Sudah terlihat 5 sektor utama: kehutanan, 
pertanian, energi, IPPU, limbah. Di masing-masing sektor sudah ada apa yang akan 
dilakukan. Bagaimana seluruh sektor dan aksi ini terkait dengan mekanisme Nilai Ekonomi 
Karbon? 
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Nilai Ekonomi Karbon dan Bisnis Masa Depan 
Joko Tri Hartanto, S.E., M.S.E., Peneliti BKF, Kemenkue  
 

 
 
Laksmi Dhewanthi jadi ketua tim pembahasan mekanisme NEK - kehadirannya sangat 
urgent. Tata kelola di pemerintah - pembahasan ranperpres ada di bawah Kemenko Marves, 
namun secara garis besar PIC-nya dalah KLHK (Bu Ami). Kemenkeu support dari sisi 
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financing. Ketika kita bicara batang tubuh, pendahuluan, kerangka konsep - ada bagian 
teknis, pembiayaan, mobilisasi pendanaan, dsb. Kita bicara kerangka besar dari NEK dulu. 
 
Latar belakang - komitmen perubahan iklim Indonesia dan target NDC 29-41% pada 2030 
dan di-break down ke masing-masing sektor. Support pendanaan adalah suatu keniscayaan 
untuk mencapai target NDC (Komitmen Iklim Indonesia). 
 

 

 

 

Kebutuhan pendanaan sektoral bisa dilihat di atas. 
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Menarik dibahas - di mana peran pemerintah dan peran non-pemerintah? Pembagian peran 
krusial karena dana publik yang ada untuk mendanai penanganan perubahan iklim tidak 
cukup, kapasitasnya hanya 20%. Perlu peran serta dan investasi dari swasta dan pasar. Bisnis 
Jasa lingkungan adalah Bisnis Masa Depan. Selain lingkungan, kita harus mengatasi 
pendidikan, kesehatan, dll. Dari cost-center menjadi revenue generation 
 

 

Kebijakan pendanaan PI: insentif perpajakan, belanja pempus dan TKDD, dan pembiayaan 
inovatif. Yang harus dimuncukan adalah pembiayaan inovasi Non-APBN = termasuk model 
bisnis jasa lingkungan. 
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Pemerintah menjalankan agenda reformasi dulu. Sudah ada PP IELH - instrumen ekonomi 
lingkungan hidup = ada 18 instrumen, dibagi 3 kerangka besar 

• Cluster bagaimana pemerintah lebih pro lingkungan 
• Pengelolaan Dana Amanah = BPDLH 
• Insentif dan Disinsentif Ekonomi = menghindari trade off konservasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Ke depan, kita bisa tetap tumbuh dan menjaga lingkungan 
juga = double dividend = contoh payment for  

• ecosystem services (PES), ecological fiscal transfer, green tax, green bond, green 
sukuk, dll 

 

 
 

 



                                                               TalkShop Series Rencana Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon:      
Apa dan Bagaimana Potensi Dampaknya bagi Komunitas, Hutan, dan Iklim? | 11  

 

BPDLH bisa memfasilitasi perdagangan karbon. BPDLH akan menerima pembiayaan dari 
semua program REDD+ di Indonesia 

• Sudah dapat dana dari Norway dan BioCarbon di Jambi dan Carbon Fund di Kaltim 
• Dana kelolaan BPDLH akan didistribusikan kepada semua beneficiary termasuk 

masyarakat dan Pemda. 
• Semua benenit-sharing mechanism REDD+ wajib disalurkan melalui BPDLH 

 
Perbaikan tata kelola pelan-pelan diperbaiki. Kelembagaan disiapkan lewat BPLDH. Yang 
melakukan mekanisme NEK tidak hanya BPDLH tapi BPDLH adalah salah satu calon terkuat. 
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Prinsip dasar NEK (lihat di atas) 
• Landasan hukum bagi NDC Indonesia dan instrumen NEK untuk mendukung 

pencapaian target NDC. 
• Panduan tata cara pelaksanaan NEK. 
• Koridor untuk menata kembali aktivitas. 
• Opsi insentif untuk pemangku kepentingan yang berperilaku positif. 
• Landasan hukum pendanaan LH yang inovatif. 
• Landasan hukum instrumen keuangan terkait NEK. 

 

 

• Hak atas karbon - pengaturan di-lead KLHK. 
• Pembayaran berbasis kinerja (RBP). 
• Pembagian manfaat. 
• Pungutan atas karbon - jadi domain Kemenkeu. 
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Peran potensial BPDLH yang diajukan - masih didiskusikan belum bisa dirujuk. 
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Perlu didudukan: 
• Peran semua pemangku kepentingan - pemerintah baiknya regulator saja. Operator 

= BPDLH? 
• Penerima manfaat menjadi kata kunci 

Moderator, Gita Syahrani: 
• PR - lebih paham instrumen ekonomi karbon dan peran pemerintah di mana 
• Untuk teman-teman yang saat ini sudah menjalankan praktik NEK = tata kelola baru 

seperti apa? 
 

 

Model Community REDD+ untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 
Rudi Syaf, Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia-Warsi 
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Menceritakan pengalaman Warsi terkait pengalaman Community REDD+ atau Community 
Carbon untuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya WARSI untuk 
mengangkat kegiatan-kegiatan yang sudah ada di masyarakat saat ini yang selama ini tidak 
terlihat dan tidak mendapat dukungan 

 

Sebelum 2007 masyarakat belum punya kewenangan mengelola hutan. Setelah 2007, 
terbuka peluang masyarakat untuk mengelola hutan. Pada tahun 2008, keluar Permenhut 
Hutan Desa. Desa Lubuk Beringin adalah Hutan desa pertama di Indonesia, berada di Hutan 
Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur - Bujang Raba. Sudah ada 5 desa yang mendapatkan 
izin Hutan Desa di kawasan Bujang Raba ini. 
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Laju deforestasi di wilayah acuan cukup tinggi - lihat peta. Karena pembukaan untuk Hutan 
Tanaman Industri dan HGU Sawit. Di dalam Hutan Desa di dalam Hutan Lindung juga terjadi 
konversi/deforestasi. Itu terjadi SEBELUM masyarakat mendapatkan izin pengelolaan 
melalui skema Hutan Desa. 

Ketika masyarakat mendapatkan izin, masyarakat mulai mengupayakan pengelolaan 
kawasan Hutan Desa, melakukan patroli, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, dan 
akhirnya Hutan Desa bisa dikelola dengan baik. 

 

Terbukti dari tahun 2013 sampai 2018, hutan yang dikelola masyarakat zero deforestasi. 
Masyarakat mampu membuktikan bahwa ketika mereka diberikan izin atau kewenangan 
untuk mengelola kawasan hutan lindung dengan skema hutan desa, mereka mampu 
menjaga hutan tersisa agar tidak lagi dikonversi dalam diambil kayunya. 
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Masyarakat menghitung kandungan karbon yang bisa diperdagangkan atau didukung dari 
keberhasilan masyarakat menjaga hutan. Rata-rata 33 ribu ton karbon per tahun dari 2013 
sampai 2022. 

 

Kolaborasi dengan Plan Vivo. Membuat project design document. Menempuh sertifikasi dan 
sudah mendapatkan sertifikat karbon.  Ketika masyarakat berhasil menjaga hutan, 
“bonusnya” adalah membuka pendanaan melalui skema REDD+. Masyarakat terbukti 
mampu mempertahankan hutannya.  Uji coba ke pasar karbon untuk mendapatkan 
apresiasi.  
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Di tingkat masyarakat ada diskusi dan musyawarah tentang bagaimana mendistribusikan 
manfaat yang didapatkan ke 5 desa yang kepentingannya beragam. Respon masyarakat 
cukup baik, musyawarahnya baik. Masyarakat menyepakati hal-hal terkait pendistribusian 
manfaat yang akan didapat. 

Secara total, manfaat dari karbon dari menjaga hutan dan mencegah emisi yang diterima 
masyarakat sampai bulan puasa lalu sekitar 1,3 Miliar rupiah - sudah didistribusikan 
 
Kesepakatan masyarakat pembagian manfaat:  

• 300 juta digunakan untuk sunatan massal.  
• Distribusi sembako kepada seluruh warga desa di 5 desa dengan tidak melihat kaya 

dan miskinnya (karena Covid membuat harga karet jatuh).  
• Pembangunan sarana dan parasarana desa (mesjid dll) 
• Untuk pengelola hutan desa: perencanaan, patroli, dan perlindungan kawasan hutan 

desa. 
 
Menarik - kesepakatan benefit sharing diputuskan sendiri oleh masyarakat - masyarakat 
menjadi sadar bahwa ketika mereka menjaga hutan mereka akan mendapatkan manfaat 
langsung. Harus diskusi apakah benefit dari karbon harus 100% kembali ke hutan atau bisa 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 
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• Dukungan dari perusahaan travel di Swedia 
• Dukungan dari individu-individu meskipun kecil (contoh 10ton saja seharga 60 dollar) 

- untuk perayaan pernikahan, ulang tahun, dll - berdasarkan kesadaran individu yang 
mempolusi karbon akibat naik pesawat terbang dll 

• Fundraising oleh Zeromission - membuat film 4D di Bujang Raba dan dibuka sebagai 
pameran. Orang bisa datang dan serasa berada di dalam hutan. Lalu mereka 
berdonasi dengan menghitung ton karbon. 

 

PS terbukti mampu mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. PS sebagai penyerap 
karbon harus diperhatikan, tidak hanya yang mengemisi (emiter) - seperti apa insentif yang 
bisa diberikan kepada masyarakat melalui instrumen NEK? 
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Penyelenggaraan program REDD+ di komunitas seperti di Bujang Raba tetap memerlukan 
pendampingan teknis. Misalnya untuk membuat PDD (Project Design Document). 
Masyarakat belum mampu membuat PDD secara mandiri. Cukup banyak PS yang kondisinya 
seperti Bujang Raba tapi belum punya kemampuan untuk masuk ke skema karbon ini. 
Pendampingan ke depan menjadi penting. Pembagian manfaat harus berdasarkan apa yang 
menurut masyarakat penting.  
 

Moderator, Gita Syahrani: 

• Seperti apa kriteria kebendaan dan status legal karbon? 
• Bagaimana kepemilikan dan alas hak karbon, misal untuk PS? 
• Bagaimana tata kelola dan tata niaga transaksi karbon? 
• Bagaimana metodologi perhitungan karbon untuk transaksi? 
• Bagaimana mekanisme distribusi manfaat hingga tapak? 

 

 
 
 
 
 

 

Bagaimana Perspektif pelaku usaha terhadap instrumen Nilai Ekonomi 
Karbon 
Dharsono Hartono, President Director PT Rimba Makmur Utama (RMU) 
 

1. Restorasi dan konservasi hutan dan gambut di Kalteng  
2. sudah dapat sertifikasi karbon = 200 ribu hektare.  
3. Izinnya RE 157 ribu ha. Di luarnya bekerja sama dengan masyarakat.  
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Perusahaan kami sudah berhasil mencegah emisi 35 juta ton, tapi so what? 

 

Untuk dapat sertifikasi karbon, prosesnya sangat panjang. Produk kami jasa lingkungan. 
Kami harus bisa mencapai 3 hal: permanensi, additionality atau nilai tambah, tidak ada 
leakage. Ada yang namanya leakage atau tidak pindah emisinya ke tempat lain. Masyarakat 
harus dijaga agar tidak pindah dan mendeforestasi ke tempat lain. Artinya: bisnis ini harus 
mendudukan masyarakat setara dengan perusahaan. Bisnis ini sangat inklusif. Masyarakat 
menjadi penting. 
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Land dictates the rule - gambut lebih baik dikonservasi tapi harus bermanfaat untuk 
masyarakat. Yang sangat sulit didapatkan perusahaan adalah kepercayaan. Yang dibangun 
adalah social capital dari awal. Kepercayaan adalah Kunci = prinsip dasar yang harus dijaga. 
Yang harus mendapatkan manfaat adalah masyarakat agar proyek bisa berhasil. Land 
Dictates the Rule, Community is the Gatekeeper. 
 
 

 
Mengubah cara pandang dan perilaku di tingkat masyarakat dan pemerintah tidak gampang 
jika tidak ada hasil. Harus bisa mencegah kebakaran, deforestasi, dan mensejahteraan 
masyarakat. Kami langsung turun ke lapangan, ke desa-desa, untuk berkonsultasi dengan 
masyarakat.  
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Bisnis ini ada purpose-nya. Kita mencegah perubahan iklim dan bisa inklusif. Salah satu yang 
ingin kita ubah adalah kebiasaan petani membakar lahan. Caranya kami membuka sekolah 
agroekologi dan hasil masyarakat kita beli. Dibandingkan 13 tahun yang lalu sekarang dunia 
bergerak ke arah yang lebih lestari. Orang sudah mengerti bahwa keberlangsungan hidup 
manusia bergantung pada alam dan kita harus memberikan nilai pada alam. REDD+ 
sekarang jadi Nature Based Solution. Offset sudah tidak lagi tabu. 

 

 

Sesi Tanya Jawab 
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• Potensi uang yang bisa didapat 3 miliar dollar untuk 600 juta ton 
• Indonesia harus menjadi pemimpin. SDA yang ada bisa menjadi aset yang luar biasa 

untuk dunia. Karhutla menjadi permasalahan, tapi ini momen untuk berubah. 
• Dalam 10 tahun karhutla bisa dicegah dan kita bisa dibayar negara-negara maju. 

 

• Kita hanya punya satu kesempatan= One Shot 
• Perlu mekanisme pasar yang kredibel dan berintegritas = maksudnya apa? 
• Fasilitasi ekosistem kondisi pemungkin 
• Payung hukum yang jelas dan mengayomi - jangan limited  
• Komitmen pada triple bottom line untuk rakyat 
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• Perlu ada integrasi dalam perencanaan jangka panjang 
• Kami belum dapat insentif, masih bayar semua pajak 

 
Apakah ada insentif untuk private sector yang riil? 

• Yang disasar RMU dan perusahaan adalah insentif pajak: PPh - 25, 21, atau 22? 
• Masalahnya adalah masih ada information lag. Orang-orang di perpajakan belum 

paham tentang restorasi ekosistem. Ini adalah sesuatu yang baru bagi teman-teman 
perpajakan. 

• BKF akan memfasilitasi diskusi bersama tentang insentif perpajakan.  
• Ketika Pemda sudah melakukan pembayaran jasa lingkungan (PES), ada persoalan 

juga. Sama halnya dengan isu pengelolaa sampah. 
• Dalam PES, ada dana kelolaan yang masuk dalam APBD dan mekanisme PAD lain-

lain. PAD lain-lain belum mengenali nomeklatur pendapatan dari PES/jasa 
lingkungan. Yang bisa membuka kunci nomenklatur ini adalah Kemendagri. 

• Model bisnis Jasa Lingkungan akan memberikan aliran dana yang begitu besar bagi 
pemerintah daerah. Oleh karena itu, harus diperbaiki dulu tata kelolanya sekarang. 

• Di daerah, akan lebih baik jika bisnis jasling hubungannya business to business. 
Pemda membuat mekanisme BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau yang lain 
agar uangnya tidak dicatatkan di APBD. Karena kalau dana masuk ke APBD akan sulit 
dikeluarkan kembali karena harus ikut sistem anggaran tahunan, dibahas Dewan dll. 

• Tata kelembagaannya harus diperbaiki dulu. Dijadikan saja sebagai SVP = special 
purpose vehicle misalnya BLUD untuk menjadi driver bisnis jasa lingkungan. 

• Contoh: Desa Pongo = desa wisata di Klaten, Yogyakarta. Bisnisnya adalah jasa 
lingkungan (wisata). Model tata kelembagaan adalah BUMDES. Sekarang mereka 
mengajari semua BUMDES di Indonesia = menjadi pola bisnis baru. 

Aturan tentang hak atas karbon?  

• KLHK yang harusnya menjawab - bukan kewenangan Kemenkeu. 
• Pengelolaan hak atas karbon dan NEK dikuasai, dilindungi negara dan diatur oleh 

pemerintah.  
• Penting bagi daerah menyiapkan kendaraan khusus agar bisa mendapatkan, 

mengelola, dan menyalurkan pendanaan atau pendapatan dari jasa lingkungan. 
Bentuknya bisa Special Purpose Vehicle misal BLUD 

• Yang harus dijagain - bagaimana Pemda melakukan distribusi manfaat.  

Offset? 
• Ada pengaturan cap and trade 

o Akan ada sektor-sektor yang dibatasi emisinya 
o Bisa offset - akan ada pembatasan agar mendukung transisi ke rendah 

karbon. 
• Carbon trading. 
• RBP 
• Pungutan atas karbon. 
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Pertanyaan untuk WARSI 

Kenapa pilih Plan Vivo untuk Bujang Raba? 
• Community carbon hanya disupport Plan Vivo. VCS tidak support community carbon 

karena luasannya kecil. Luasnya cuma 7000 ha. Total karbonnya cuma 33 ribu ton 
per tahun.  

• Lebih sederhana dan mudah persyaratannya. 

Prosesnya bagaimana? 
• Warsi menghitung stok karbon bersama masyarakat dengan metode sederhana = 

rapid carbon stock assessment yang dikembangkan ICRAFT 
• Diverifikasi Plan Vivo dan dinilai layak (mengambil sampling ke lapangan) 
• Keluar angka stok karbon dan tabel harga yang disepakati Plan Vivo 
• Total biaya sertifikasi dan verifikasi hanya sekitar 4500dollar sedangkan harga 6 

dollar/ton 

Bagaimana menjamin masyarakat betul-betul dapat manfaat? 
• Musyawarah 

Apakah ada pembeli dari Indonesia 
• Belum ada pembeli karbon dari Indonesia, tapi proses menuju ke sanaSudah ada 

teman-teman yang menghitung jejak karbon dari pesawat dan sudah mulai berpikir 
harus diganti  
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Bagaimana agar skema pasar karbon betul-betul bisa mendukung 
perlindungan hutan, pencapaian komitmen iklim, dan berdampak positif 
terhadap masyarakat? 
Dicky Edwin Hindarto, Yayasan Mitra Hijau 
 

 

Mekanisme ini sudah 13 tahun yang lalu, sama sekali bukan barang baru. Bicara perubahan 
iklim sudah COP 25. 
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Model pendanaan perubahan iklim ada pasar dan non pasar dan campuran. Yang menarik, 
harus diukur, dilaporkan, dan diverifikasi dan dihitung dalam bentuk ton emisi karbon. 
Masuk pasar atau tidak harus di-MRV karena itu bukti mengurangi emisi. 
 

 

175 negara sudah ratifikasi PA - 169 sudah kirim NDC pertama - 103 negara akan pakai 
mekanisme pasar untuk mencapai target NDCnya.  Sudah ada 37 jenis mekanisme berbasis 
pasar yang beroperasi di dunia. Tidak harus jualan karbon tapi menggunakan kaidah dan 
infrastruktur pasar untuk mengurangi emisi. 
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Di sektor kehutanan, yang paling gampang adalah Plan Vivo. Tapi ada juga VCS. Di sektor 
hutan dan lahan harga karbon bisa sampai 75 dollar.  Potensi pendapatan bisa 75 juta 
dollar/tahun. 
 

 
 

 

Pemenuhan target NDC dan asas kemanfaatan untuk masyarakat dan negara menjadi 
penting dalam membangun pasar karbon domestik. 
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CORSIA pasar karbon penerbangan akan susah karena Covid penerbangan ambruk. Proyek 
karbon harus dapat dukungan dari masyarakat. Kalau tidak sustainability akan diragukan 
dan harga akan turun dan bisnis akan ambruk. 
 

 

Apa saja isu-isu prioritas masyarakat sipil terkait instrumen Nilai Ekonomi 
Karbon? 
Nadia Hadad, Direktur Pengembangan Strategis Yayasan Madani Berkelanjutan 
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Menurut Madani, ada 4 hal yang perlu dipastikan dalam aturan Nilai Ekonomi Karbon: 

• Transisi cepat ke ekonomi rendah karbon 
o Bagaimana agar NEK tidak melanggengkan industri tinggi karbon yang akan 

menghalangi proses transisi ke ekonomi rendah karbon 
o Contoh kasus: British Pretoleum pledge akan mengurangi produksi minyak 

dan gas bumi sebesar 40%. Yang lain belum tentu punya kesadaran yang 
sama. Perlu pemicu, salah satu caranya bisa dengan mengatur nilai ekonomi 
karbon.  

• Pengurangan emisi secara aktual 
o Jangan ada hot air. 

• Hutan alam dan keanekaragaman hayati terlindungi. 
• Masyarakat menjadi subjek bukan objek. 
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Ada tiga isu spesifik terkait aturan NEK yang disoroti Madani: 
• NDC butuh landasan hukum yang kuat dan jelas 

▪ Bagaimana dengan rencana Perpres NDC? 
▪ Kalau Perpres NEK jadi landasan hukum NDC, apakah NDC hanya dijalankan jika 

ada nilai ekonominya, padahal NDC sudah merupakan kewajiban? 
• NEK harus mendorong transisi cepat ke pembangunan rendah karbon 

▪ Bagaimana alokasi batas atas emisi per sektor? 
▪ Bias regulator versus buyer? 

• Hutan, keanekaragaman hayati dan masyarakat harus tetap terlindungi 
▪ Harus ada safeguards tertulis 
▪ Harus ada safeguards selain untuk REDD+ 

 

 

Cerita dari Kampung 
Jamris, Perwakilan Komunitas Pengelola Hutan dari Rio Laman Panjang, Kabupaten Bungo 

 

 
 

Perlu diketahui bahwa masyarakat kami (Rio Laman Panjang) sangat tergantung pada hutan. 
Pada awalnya masyarakat tidak tahu itu hutan apa, hutan lindung, produksi, atau APL. Yang 
diketahui masyarakat adalah bagaimana mengelola dan mendapat manfaat dari hutan 
tersebut, baik kayu, non kayu, sungai, dll. Masyarakat tidak punya hak akses apa-apa 
terhadap hutan lindung. Masyarakat memilih hutan lindung tersebut dikelola dengan skema 
hutan desa.  

Banyak manfaat hutan desa yang dirasakan masyarakat  
• Sumber air terjaga, menjadi sumber pengairan pertanian, sawah, dll. 
• Ekowisata - terjaganya air terjun dan wisata sungai dan pendidikan ikan secara alam 
• MCK dan pemanfaatan hasil hutan bukan bayu (HHBK) 
• Imbal jasa lingkungan, yang membuat masyarakat merasakan pentingnya menjaga 

hutan. Masyarakat merasakan manfaatnya. 
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Proses - difasilitasi Warsi 
• Sosialisasi. Tahun 2013, sosialisasi bersama Warsi, Survey 
• Identifikasi potensi hutan desa 
• Penyusunan dokumen proyek (PDD) 
• Proses diskusinya partisipatif sampai  

 
Tahun 2018 ada yang membeli karbon meski belum begitu besar, didiskusikan bersama 
Warsi secara partisipatif 
 
Dana karbon dipakai masyarakat untuk: 

• Melindungi hutan desa 

• Peningkatan kapasitas kelembagaan: pelatihan budidaya kopi, karet 

• Peralatan: GPS, laptop, dll 

• Paket pendidikan: beasiswa, perlengkapan sekolah - dibagikan merata kepada 
masyarakat 

• Kesehatan: sunat massal, beli masker 

• Tunjangan untuk lansia dan masyarakat yang cacat/tidak produktif. 

Melakukan musyawarah masyarakat yg difasilitasi oleh Warsi. Pada awalnya masyarakat 
tidak tahu di sini apa itu nilai karbon. Tapi akhirnya saat ada Warsi untuk fasilitasi, akhirnya 
kami sedikit demi sedikit ngerti lewat sosialisasi itu. SDM di sini kami sangat terbatas. 2016 
bersama Warsi. Diskusinya partisipatif.  Kami msh memanfaatkan dana karbon itu bersama 
masyarakat di sini. 
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Sesi Diskusi 
 

 

Pertanyaan untuk Pak Dharsono Rimba Makmur Utama 

Plan Vivo versus skema lainya, mana yang lebih ramah masyarakat? Apa bedanya antara 
Plan Vivo, VCS, Gold Standard? 
 

• Plan Vivo vs VCS.  
VCS lebih banyak untuk swasta. Sertifikasi lebih detil, lebih susah, dan biaya lebih mahal. 
Plan Vivo langsung ke komunitas Manfaat langsung ke komunitas, safeguards ada, tapi 
disederhanakan, biayanya banyak dibantu donor internasional. 
RMU tiap tahun habis setengah juta dollar untuk sertifikasi - monitoring, pengambilan data, 
dll. Untuk 5 juta ton. - tidak make sense buat komunitas. 
Segmen pembelinya berbeda. Yang beli karbon Plan Vivo mau bayar lebih tinggi karena 
mereka tahu bahwa manfaatnya langsung ke masyarakat. Untuk swasta sebagai jembatan 
pengembang harus lebih susah meski manfaatnya dibagi ke masyarakat juga. Banyak kredit 
yang dimiliki RMU belum bisa dijual 
RMU dan Warsi sudah teregistrasi di SRN  - apakah ini artinya langsung diaku sebagai 
pencapaian NDC nasional? Menurut kami pemerintah harus fleksibel. Saat ini ada 30-40 
proyek yang sudah dapat sertifikasi VCS. Sistem yang sudah diakui ini bisa diaku langsung 
oleh pemerintah supaya kami tidak harus mulai dari nol lagi dengan sistem yang baru. 
Kadang perhitungan dengan metodologi yang berbeda membuat jumlah beda dan ini 
menurunkan kredibilitas. Harus ada pasal peralihan yang benar dalam Perpres ini. 

Banyak negara maju tertentu yang selalu membuat goal post-nya keep on moving. Awalnya 
setuju sekarang tidak, sekarang harus yurisdiksi dll. Kita harus terbuka, ada yang sistem G-
to-G. Tidak boleh menutup proyek seperti kami berkembang. Begitu kami maju, masih 
banyak yang akan ikut. Kita jangan sampai membatasi pasar, dibuka kesempatan seluas-
luasnya. Kalau pasar sudah dibuka dan memprioritaskan pasar dalam negeri, kita bisa 
memberlakukan domestic market obligation seperti di batubara. Intinya harus dibuat 
gampang supaya banyak yang ngikut dan playernya semakin banyak dan yang membantu 
melestarikan hutan dan gambut semakin banyak. 
 
Insentif langsung untuk masyarakat seperti apa? Perjanjiankah? 
▪ Ada MOU dengan masyarakat selama 3 tahun sekali - apa kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan? Lalu ada perjanjian kerja sama pertahun 
▪ Tidak boleh ada SKPD yang turut campur 
▪ Ada pemilihan demokratis untuk ketua, bendahara sekretaris 
▪ Ada perwakilan kaum muda dan masyarakat adat 
▪ Kami mulai menyalurkan pendapatan karbon: dana ini harus dipertanggung jawabkan di 

masyarakat dan memberikan nilai tambah di tiga sektor: food (ketahanan pangan), water 
(air bersih) dan energy (sumber energi). 

▪ Dibina agar self-governed - masyarakat bisa mengatur di antara mereka sendiri 
▪ Sudah 10 tahun dibangun bersama masyarakat 
▪ Secara transparan pendanaan yang disalurkan ke masyarakat bisa diukur 
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Apakah metodologi tertentu tersebut sudah di-approve pemerintah? Proses approvalnya 
seperti apa? 
Project-based atau pendekatan yurisdiksi? 

• Harus dua-duanya karena ada customer yang mau yurisdiksi dan ada yang mau 
proyek. Yang penting ujungnya 1+1 menjadi 2. 

 

Pertanyaan untuk Joko Tri, Badan Kebijakan Fiskal: 

• Selain RBP ada juga inisiatif carbon bond - apa lagi ini? Harus dipelajari risiko dan biaya 
supaya lebih baik 

• Tentang provinsi konservasi - rezimnya adalah Rezim Transfer Daerah. Kalau pendanaan 
diberikan kepada provinsi yang terlanjur rusak adalah paradigma lama. Setting-an DAK 
sekarang tidak seperti itu. Perverse Incentive-nya sudah diperbaiki. Dana mengendap 
sudah diperbaiki.  

• Kami mendorong mekanisme pembiayaan - tidak menunggu aliran dana publik. Kami 
mendorong teman-teman Mitra: Kemitraan, LTKL untuk banyak membantu daerah agar 
datang ke Kemenkeu (GCF) atau JCM. Pendanaan terbesar saat ini GCF tapi proposal yang 
datang ke kami tidak terlalu banyak. 

• Paradigma dibalik:  
• Standardisasi GCF harus tata kelola unggul agar dapat pendanaan.  
• Kami percaya tidak akan mempersulit manfaat karbon untuk masyarakat. 
• KLHK punya mekanisme ICER (Indonesian Certified Emission Reduction) - akan ada 

penyesuaian tapi tidak akan mempersulit.  
• Pemerintah tidak akan mempersulit manfaat karbon untuk masyarakat karena 

masyarakat adalah penerima manfaat yang utama.  
• Tentang lokasi, ditentukan KLHK yang penting jangan sampai ada satu lokasi dapat 

banyak dan lokasi lain tidak dapat sama sekali. 
• Gita: pemerintah menjadi clearing house, mengecek siapa dapat akses dari kantung yang 

mana. 
• Nanti ada aturan teknis - PermenLHK, PMK atau apa. 
 

Pertanyaan untuk Dicky Edwin  

• Skema sekarang akan scheme-based. Pemerintah bisa menjadi regulator. Tapi, fungsi 
tersebut jangan dicampur aduk. Contohnya: dana Norway. RBP bukan perdagangan 
karbon, tapi results-based payment. Ini berbeda dengan kegiatan Warsi dan RMU yang 
didasarkan pada metodologi yang memiliki skema (scheme owner). Metodenya sudah 
diuji, ilmiah, ada ISO. Makanya setiap skema beda-beda metodologinya. VCS = minimal 
ada validasi dari kegiatan. Ada juga proses verification  

• Aset karbon nanti untuk siapa? 

• Perdagangan karbon ada yang mandatory, voluntary, ada untuk NDC dan ada untuk lain-
lain. Perlu disepakati dulu yang akan diatur yang mana? 

• Pajak karbon bukan barang baru. Negara lain sudah ada. Kita baru PPN dan PPh. Akan 
sangat berbeda ketika nanti ada rezim pasar baru, bukan hanya untuk proyek karbon tapi 
proyek-proyek lain. 
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• Kita harus punya pemahaman yang sama tentang hal-hal dasar ini. Takutnya akan ada 
sektor yang kolaps, contoh perdagangan karbon karena ada risiko regulasi atau 
regulation risk. Di sektor energi, regulation risk sangat tinggi karena peraturan berubah-
ubah tapi tidak pernah dilakukan. 

• Diskusi dulu - pasar karbon mana yang mau diatur? 
 
Pertanyaan untuk Nadia Hadad 

• Kalau baseline histris bagus tapi di Ranperpres ditulis baselinenya ditulis BAU 
(diproyeksikan) 

 

KEY WORDS: Apa yang harus diprioritaskan dalam Nilai Ekonomi Karbon ke depan? 

1. Rudi - Warsi: Kewenangan untuk masyarakat pemegang izin PS 
2. Dharsono - RMU: Pasar dan Terbuka 
3. Nadia - Madani: Perlindungan 
4. Joko - BKF Kemenkeu: Definisi - Cakupan NEK (carbon trading, RPB, cap and trade, 

dan pungutan atas karbon) 
5.  Dicky - Yayasan Mitra Hijau: Regulation Risk 
6. Jamris - Rio Laman Panjang: Lanjutkan 

 
 

 

 


